TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KELALAIAN DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN  MATINYA ORANG LAIN  (Studi Kasus Putusan Nomor : 73/Pid.B/2015/PN.Mrs) by MUS, A. FACHRUL SETIADI
SKRIPSI 
 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KELALAIAN 
DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN 
MATINYA ORANG LAIN  













A. FACHRUL SETIADI MUS 

















Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Dalam 
Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Matinya Orang Lain 




Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi Sarjana 
 
Pada Bagian Hukum Pidana 
 







A. FACHRUL SETIADI MUS 
 






































Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa : 
Nama :   A. FACHRUL SETIADI MUS 
Nomor Induk :   B111 12 025 
Bagian :   HUKUM PIDANA 






Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi di 
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 
. 
Makassar,   Agustus 2016 
 




Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H.,M.H. Dr. Hj. Nur Azisa, S.H.,M.H. 







TINJ  YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA 
KELALAIAN DALAM KECELAKAAN LALU 
LINTAS YANG MENGAKIBATKAN MATINYA 






















































A. Fachrul Setiadi Mus (B111 12 025) “Tinjauan Yuridis Terhadap 
Tindak Pidana Kelalaian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang 
Mengakibatkan Matinya Orang Lain (Studi Kasus Putusan No. 
73/Pid.B/2015/PN.Mrs) .Penulisan Skripsi ini dibimbing oleh Andi Sofyan 
selaku Pembimbing I dan Hj. Nur Azisa Selaku Pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hokum pidana 
materiil serta untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam 
menjatuhkan putusan dalam tindak pidana kelalaian dalam kecelakaan 
lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang lain dalam putusan No. 
73/Pid.B/2015/PN.Mrs.  
 
 Penelitian dilaksanakan di Pegadilan Negeri Maros dan beberapa 
tempat yang menyediakan bahan pustaka yaitu Perpustakaan Fakultas 
Hukum Universitas Hasanuddin dan Perpustakaan Pusat Universitas 
Hasanuddin. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode 
penelitian kepustakaan dan lapangan. Data yang diperoleh merupakan 
data sekunder dari hasil wawancara yang dianalisis secara kualitatif dan 
disajikan secara deskriptif. 
 
Hasil penelitin ini menunjukkan bahwa, dalam putusan No. 
73/Pid.B/2015/PN.Mrs, mengenai surat dakwaan yang disusun oleh 
Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil dan materil. Dimana dalam 
tuntutannya, Penuntut Umum menuntut terdakwa yang bersalah yang 
telah melakukan tindak pidana kelalaian lalu lintas Pasal 310 ayat (4) 
Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan. Berdasarkan fakta-fakta hokum baik keterangan 
saksimaupun keterangan terdakwa dan unsur-unsur yang terdapat dalam 
dakwan tersebut dianggap telah terbukti oleh Jaksa Penuntu 
Umum,sehingga antara perbuatan dan unsur-unsur pasal saling 
berkesinambungan. Adapun pertimbangan Hakim dalam menerapkan 
ketentuan pidana terhadap pelaku dalam perkara ini telah sesuai,dimana 
hakim telah mempertimbangkan beberapa aspek baik dari pertimbangan 
yuridis, fakta-fakta persidangan, keterangan para saksi, alatbukti yang 
ada, keyakinan hakim serta hal-hal lain yang mendukung. Dalam hal ini 
Majelis Hakim memutuskan dan menilai berdasarkan fakta-fakta konkrit di 
persidangan, bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas 
perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan terdakwa telah terbukti 
secara sah dan bersalah karena telah melakukan tindak pidana kelalaian 
dalam mengemudikan kendaraan bermotor dengan tidak berhati-hat 
isehingga mengakibatkan kematian pada orang lain. Oleh karena itu 
terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang dipandang setimpal 
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A. Latar Belakang Masalah  
Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat kepadatan 
penduduk sangat tinggi, dengan jumlah populasi sekitar 255 juta jiwa atau 
sekitar 3,5 persen dari jumlah penduduk dunia. Hal tersebut dapat di 
buktikan dengan padatnya jalan raya pada saat jam kerja yang di 
sebabkan oleh peningkatan volume kendaraan yang pesat setiap 
tahunnya. Fakta tersebut membuktikan bahwa sarana transportasi dan 
lalu lintas menjadi salah satu sarana komunikasi masyarakat yang 
berperanan vital dalam memperlancar pembangunan yang kita 
laksanakan.  
Masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala 
nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. 
Masalah yang dihadapi dewasa ini adalah tingginya angka kecelakaan lalu 
lintas di jalan raya. Indonesia termasuk salah satu negara dengan tingkat 
kecelakaan lalu lintas tertinggi dengan jumlah korban jiwa yang tewas 
mencapai 120 jiwa perharinya. Hal tersebut tidak lepas dari tingginya 
tingkat kecelakaan di kota-kota besar tiap provinsi, contohnya di Kota 
Makassar Provinsi Sulawesi Selatan menurut data dari Kabid Humas 
Polda Sulselbar tercatat sepanjang tahun 2015 terjadi 4.444 kasus 
kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Akibatnya, 1057 nyawa melayang.  
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Dari data di atas, adapun upaya Polri untuk meminimalisir kecelakan 
yaitu: memberikan penyuluhan serta tindakan operasi, seperti operasi 
zebra. Adapun upaya dari pemerintah yaitu: melakukan pelebaran dan 
perbaikan jalan, serta memberi penerangan lampu jalan. Pada 
kenyataannya upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Polri dan 
pemerintah untuk meminimalisir kecelakaan masih mendapatkan 
beberapa hambatan dikarenakan kurangnya kesadaran dalam diri 
masyarakat, akibatnya tingkat kecelakaan lalu lintas masih terbilang cukup 
tinggi. 
Contoh yang kerap terjadi di masyarakat, yaitu masih banyak 
pengemudi kendaraan  motor maupun mobil yang ugal-ugalan, atau masih 
dibawah umur sehingga belum memiliki mental yang cukup untuk 
berkendara. Hal tersebut yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu 
lintas. Beberapa kasus kecelakaan lalu lintas sebenarnya dapat dihindari 
jika pengemudi disiplin dan saling menghormati. Dalam pasal 203 ayat (2) 
Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan, menyebutkan bahwa: 
- Untuk menjamin keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan 
sebagaimana dimaksud ayat (1), di tetapkan rencana umum 
nasional keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi : 
a. Penyusunan program nasional kegiatan keselamatan lalu lintas 
dan angkutan jalan; 
b. Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan 
keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; 




d. Manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. 
Faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah faktor 
manusia, faktor kendaraan bermotor, dan faktor kondisi lingkungan. Dari 
beberapa faktor di atas, manusia merupakan penyebab utama terjadinya 
kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Hal tersebut terjadi karena adanya 
kecerobohan atau kealpaan pengemudi dalam mengemudikan 
kendaraannya. Kecerobohan pengemudi tersebut tidak jarang merenggut 
jiwa pengemudinya sendiri. Dalam kaitannya dengan kecerobohan 
pengguna jalan, Wirjono Prodjodikoro (1967:112) menyatakan: 
“Kesalahan pengemudi mobil sering dapat di simpulkan dengan 
mempergunakan peraturan lalu lintas. Misalnya, ia tidak memberikan 
tanda akan membelok, atau ia mengendarai mobil tidak di jalur kiri, 
atau pada suatu persimpangan tidak memberikan prioritas kepada 
kendaraan lain yang datang dari sebelah kiri, atau menjalankan mobil 
terlalu cepat melampaui batas kecepatan yang ditentukan dalam 
rambu-rambu dijalan yang bersangkutan.” 
 Dari pernyataan di atas dapat ditarik kesimpulan yaitu kesalahan 
pengemudi merupakan faktor utama terjadinya kecelakaan. Kesalahan 
pengemudi adalah tidak adanya rasa hati-hati dan lalai dalam 
mengemudikan kendaraannya. 
Masalah-masalah kealpaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana dijelaskan pada ketentuan Pasal 359, yaitu : 
- Pasal 359 KUHP: 
Barang siapa yang karena kealpaannya menyebabkan matinya orang 
lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau 
kurungan paling lama satu tahun. 
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Meningkatnya jumlah korban dalam suatu kasus kecelakaan lalu lintas 
merupakan hal yang tidak diingankan oleh berbagai pihak, mengingat 
sangat berharganya kesehatan terlebih lagi nyawa seseorang yang sulit di 
ukur oleh materi.  
Berkaitan dengan judul yang dipilih oleh penulis, maka adapun contoh 
kasus yang penulis akan kaji adalah Putusan Pengadilan Negeri Maros 
Nomor 73/Pid.B/2015/PN.Mrs Tahun 2015 yang duduk perkaranya secara 
garis besar adalah sebagai berikut : 
Kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari senin tanggal 13 April 2015 
sekitar pukul 09.30 Wita, bertempat di Lingkungan Lappabinare Kelurahan 
Sabila Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros Privinsi Sulawesi Selatan. 
Bermula terdakwa sedang mengemudikan mobil Toyota Avanza Veloz 
No.Pol.DW 1402 AE bergerak dari arah Maros menuju arah Bone dengan 
kecepatan sekitar 80 km/jam pada perseneling gigi 4 (empat), mendekati 
tempat kejadian dari jarak sekitar 3 (tiga) meter sebuah mobil box warna 
kuning sedang terparkir dibadan jalan sebelah kanan bila dilihat dari arah 
maros, tiba-tiba sepeda motor Suzuki Shogun No.Pol.DD 3382 AC yang 
dikendarai korban bergerak dari arah berlawanan yaitu dari arah Bone 
menuju Maros langsung membelok ke kanan jalan, sehingga terdakwa 
kaget dan tidak sempat melakukan pengereman, sedangkan seharusnya 
terdakwa berhati-hati dalam berkendara dengan mengerem kendaraannya 
sampai berhenti, melakukan upaya untuk menghindari dan 
memperhatikan rambu-rambu  jalan, memprioritaskan keselamatan para 
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pengendara disekelilingnya dan membunyikan klakson, namun hal itu 
sama sekali tidak dilakukan terdakwa akhirnya pada bagian tengah 
bamper depan mobil yang dikemudikan terdakwa menabrak bagian 
samping kiri sepeda motor Suzuki Shogun No.Pol.DD 3382 AC yang 
dikendarai korban Sudarman yang menyebabkan sepeda motor korban 
tersangkut pada bamper depan mobil yang dikemudikan terdakwa dan 
korban Sudarman terlempar naik ke kap depan mobil yang dikemudikan 
terdakwa hingga terbawa sekitar 70 (tujuh puluh) meter dari tempat 
kejadian dan korban mengalami luka-luka dan pendarahan dan akhirnya 
meninggal dunia di Puskesmas Mallawa. 
Berdasarkan uraian di atas yang telah dipaparkan. Penulis merasa 
tertarik sehingga untuk meneliti lebih jauh, maka penulis melakukan 
penelitian dengan judul: 
 “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Dalam 
Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Matinya Orang lain 
(Studi Kasus PN. Maros No.73/Pid.B/2015/PN.Mrs Tahun 2015)”.  
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, untuk lebih memfokuskan 
penelitian ini, maka rumusan masalah yang diangkat adalah sebagai 
berikut : 
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak 
pidana kelalaian dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan 
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matinya orang lain dalam putusan pengadilan PN. Maros 
No.73/Pid.B/2015/PN.Mrs Tahun 2015? 
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan 
putusan terhadap tindak pidana kelalaian dalam kecelakaan lalu lintas 
yang mengakibatkan matinya orang lain dalam putusan pengadilan 
PN. Maros No.73/Pid.B/2015/PN.Mrs Tahun 2015? 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana materil terhadap tindak 
pidana kelalaian dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan 
matinya orang lain dalam putusan pengadilan PN. Maros 
No.73/Pid.B/2015/PN.Mrs Tahun 2015. 
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan 
putusan terhadap tindak pidana kelalaian dalam kecelakaan lalu lintas 
yang mengakibatkan matinya orang lain dalam putusan PN. Maros 
No.73/Pid.B/2015/PN.Mrs Tahun 2015. 
D. Manfaat Penelitian 
1. Agar hasil penelitian ini memberikan sumbangan teoritis bagi 
perkembangan dan kemajuan hukum pidana pada khususnya dalam 
hukum pidana materil pada umumnya. 
2. Agar hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi tambahan bagi para 
akademisi, penulis dan kalangan yang berminat dalam bidang kajian. 
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3. Agar hasil penelitian ini menjadi sumbangsih dalam rangka pembinaan 







A. Pengertian Tinjauan Yuridis 
Tinjauan adalah penguraian atau penyelidikan suatu peristiwa. 
Sedangkan yuridis berarti menurut hukum atau secara hukum. 
Berdasarkan penguraian tersebut penulis menyimpulkan bahwa yang 
dimaksud dengan tinjauan yuridis adalah suatu kegiatan untuk menyelidiki 
suatu peristiwa dari sudut pandang (point of view) hukumnya. Tinjauan 
yuridis disini berarti hukum pidana materil. 
Hukum pidana materil adalah isi atau substansi dari hukum pidana, 
dimana hukum pidana materil mengandung petunjuk-petunjuk dan uraian 
tentang syarat-syarat Strafbaar feit (delik; perbuatan pidana; tindak 
pidana) peraturan tentang syarat-syarat Strafbaar feit (hal dapat 
dipidananya seseorang), penunjukan orang yang dapat dipidana dan 
ketentuan tentang pidananya, hukum pidana materil menetapkan siapa 
dan bagaimana orang itu dapat dipidana. 
B. Tindak Pidana 
1) Pengertian Tindak Pidana 
Istilah tindak pidana dalam bahasa latin disebut dengan Delictum 
atau Delicta, dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah Delict, yang 
berarti suatu perbuatan dimana pelakunya dapat dikenakan hukuman, 
sementara dalam Bahasa Belanda tindak pidana dikenal dengan istilah 
Strafbaar feit yang terdiri dari tiga unsur kata yaitu straf, baar dan feit. 
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Straf berarti pidana atau hukum, baar berarti dapat atau boleh, serta feit 
berarti tindak, peristiwa, dan perbuatan atau sebagian dari suatu 
kenyataan. 
Secara harfiah stafbaar feit dapat diartikan sebagai suatu 
kenyataan yang dapat dihukum. Dari pengertian tersebut, dapat ditarik 
kesimpulan bahwa sesuatu yang dapat dihukum adalah kenyataan, 
perbuatan atau peristiwa, bukan pelaku.  
Berikut adalah beberapa pengertian strafbaar feit yang 
dikemukakan oleh para ahli (Lamintang, 1997: 181)  
1. A. Zainal Abidin Farid menyatakan bahwa  
“Perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan 
(schuld) seseorang yang mampu bertanggung jawab”.  
 
2. Hazewinkel Suringa, strafbaar feit adalah  
“Suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak 
didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai 
perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan 
menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat 
didalam Undang-Undang”.  
 
3. Van Hattum (Lamintang, 1997: 10), Strafbaar feit adalah  
 
“Semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang 
tindakan-tindakan yang mana dapat dihukum, siapakah orangnya 
yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindakan-tindakan 
tersebut dan hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan 
terhadap orang tersebut, disebut juga dengan hukum pidana yang 
abstrak”. 
 
 Sulitnya memberikan pengertian strafbaar feit, membuat para ahli 
mencoba untuk memberikan definisi tersendiri dari sudut pandang mereka 
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yang menimbulkan banyaknya ketidakseragaman rumusan dan 
penggunaan istilah strafbaar feit. 
Dengan kata lain, hukum pidana materil (hukum pidana substantif), 
adalah seluruh peraturan yang memuat rumusan : 
1. Perbuatan-perbuatan apakah yang diancam pidana; 
2. Siapakah yang dapat dipidana, atau dengan kata lain mengatur 
pertanggungjawaban teradap hukum pidana; 
3. Pidana apakah yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang telah 
melakukan tindak pidana dan telah terbukti secara sah dan 
menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. 
Amir Ilyas (2012:28) menjelaskan tindak pidana adalah setiap 
perbuatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut : 
1. Perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang (mencocoki 
rumusan delik); 
2. Memiliki sifat melawan hukum; dan 
3. Tidak ada alasan pembenar 
Selanjutnya Pompe (Lamintang, 1997:82) perkataan tindak pidana 
itu dari dua segi, yaitu : 
a. Dari segi teoritis, tindak pidana dapat dirumuskan sebagai 
suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib umum) 
yang dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja telah 
dilakukan oleh seseorang pelaku, dimana penjatuhan 
hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu, demi 
terpeliharanya tertib umum dan teraminnya kepentingan 
umum. 
b. Dari segi hukum positif, tindak pidana adalah tidak lain dari 
pada suatu tindakan yang menurut rumusan Undang-undang 




Dalam hukum pidana dikenal dengan dua istilah yaitu delik formil 
dan delik materil. Delik formil adalah delik yang perumusannya 
menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh 
Undang-undang. Rumusan dari perbuatan tercantum jelas, misalnya 
Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang pencurian. 
Sedangkan delik materil adalah delik yang yang menitikberatkan oleh apa 
yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dengan 
kata lain, hanya disebut rumusan dari akibat perbuatan, misalnya Pasal 
338 KUHP tentang pembunuhan. 
Dari banyaknya istilah tentang strafbaar feit Penulis lebih sepakat 
untuk memakai istilah tindak pidana dengan alasan bahwa istilah tindak 
pidana bukan lagi menjadi istilah awam bagi masyarakat Indonesia dan 
telah digunakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. 
2) Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Menurut Moeljatno (2002:58) mengemukakan bahwa “unsur-unsur 
tindak pidana adalah perbuatan (manusia) yang memenuhi rumusan 
dalam Undang-undang (selanjutnya disingkat UU) syarat formil dan 
sifatnya melawan hukum syarat materil”. 
Selanjutnya Meoljatno (2002:58) unsur-unsur tindak pidana terdiri 
dari : 
1. Kelakuan dan akibat 
2. Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan 
yang dibagi menjadi : 
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a. Unsur subjektif atau pribadi yaitu mengenai diri orang 
yang melakukan perbuatan. 
b. Unsur subjektif atau non pribadi yaitu mengenai 
keadaan diluar si pelaku. 
Menurut Tongat (2009:105) menjelaskan bahwa terjadinya tindak 
pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : 
1. Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif 
(berbuat) maupun negatif (tidak berbuat); 
2. Diancam pidana; 
3. Melawan hukum; 
4. Dilakukan dengan kesalahan; 
5. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab; 
6. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan. 
 
 
3) Jenis-jenis Tindak Pidana 
Setelah mencoba menguraikan tindak pidana dari segi pengertian 
dan unsur-unsur tindak pidana, berikut ini akan diuraikan tentang jenis-
jenis dari tindak pidana. Jenis tindak pidana terdiri dari pelanggaran dan 
kejahatan.  
a) Kejahatan dan pelanggaran 
Pembagian delik atas kejahatan dan pelanggaran ini disebut 
oleh undang-undang KUHP Buku ke II memuat delik-delik. KUHP 
tidak memberi jawaban tentang hal ini. Ia hanya memasukkan 
dalam kelompok pertama kejahatan dan kelompok kedua 
pelanggaran. Dalam ilmu pengetahuan untuk mencari ukuran 
(kriterium) dalam membedakan kedua jenis delik tersebut, terdapat  
tanggapan yang menyatakan bahwa kedua delik tersebut memiliki 
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perbedaan yang bersifat kwalitatif. Berikut penjelasan mengenai 
perbedaan jenis delik : 
1. Rechtdelicten 
 adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, 
terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu 
undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan 
oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan misal : 
pembunuhan, pencurian. Delik-delik semacam ini disebut 
“kejahatan” (mala perse). 
2. Wetsdelicten  
adalah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak 
pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi 
karena ada undang-undang mengancamnya dengan pidana. 
Misalnya : memarkir mobil di sebelah kanan jalan (mala quia 
prohibita). Delik-delik semacam ini disebut “pelanggaran”. 
Perbedaan secara kwalitatif ini tidak dapat diterima, sebab ada 
kejahatan yang baru disadari sebagai delik karena tercantum 
dalam undang-undang pidana, jadi sebenarnya tidak segera 
dirasakan sebagai bertentangan dengan rasa keadilan. Dan 
sebaliknya ada “pelanggaran”, yang benar-benar dirasakan 
bertentangan dengan rasa keadilan. Oleh karena perbedaan 
secara demikian itu tidak memuaskan maka dicari ukuran lain. 
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Maksud dari pemaparan di atas mengenai perbedaan kedua delik 
di atas bersifat kwalitatif adalah hanya meletakkan kriterium pada 
perbedaan yang dilihat dari segi kriminologinya, yaitu “pelanggaran” itu 
lebih ringan dari pada “kejahatan”. Mengenai pembagian delik dalam 
kejahatan dan pelanggaran itu terdapat suara-suara yang menentang. 
Contoh, dalam Seminar Hukum Nasional pada tahun 1963 terdapat 
pendapat yang menyatakan bahwa penggolongan-penggolongan dalam 
dua macam delik itu harus ditiadakan. 
1. Kejahatan ringan : 
2. Dalam KUHP juga terdapat delik yang digolongkan sebagai 
kejahatan-kejahatan misalnya Pasal 364, 373, 375, 379, 382, 384, 
352, 302 (1), 315, dan  407.     
b) Delik Formil dan Delik Materil 
1. Delik formil  
adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada 
perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan 
dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan 
delik. Misal : penghasutan (Pasal 160 KUHP), di muka umum 
menyatakan perasaan kebencian, permusuhan atau 
penghinaan kepada salah satu atau lebih golongan rakyat di 
Indonesia (Pasal 156 KUHP); penyuapan (Pasal 209, 210 
KUHP); sumpah palsu (Pasal 242 KUHP); pemalsuan surat 
(Pasal 263 KUHP); pencurian (Pasal 362 KUHP). 
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2. Delik materiil  
adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat 
yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila 
akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum 
maka paling banyak hanya ada percobaan. Misal : pembakaran 
(Pasal 187 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), pembunuhan 
(Pasal 338 KUHP). 
c) Delik commisionis, delik ommisionis dan delik commisionis 
per ommosionen commiss. 
1) Delik commisionis  
adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, ialah 
berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, 
penipuan. 
2) Delik ommisionis 
adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, ialah 
tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan/yang diharuskan, 
misal : tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan 
(Pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang memerlukan 
pertolongan (Pasal 531 KUHP). 
3) Delik commisionis per ommisionen commiss  
adalah delik yang berupa pelanggaan larangan (dus delik 
commissionis), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak 
berbuat. Misal : seorang ibu yang membunuh anaknya dengan 
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tidak memberi air susu (Pasal 338, 340 KUHP), seorang 
penjaga wissel yang menyebabkan kecelakaan kereta api 
dengan sengaja tidak memindahkan wissel (Pasal 194 KUHP). 
d) Delik Dolus dan Culpa (doleuse en culpose delicten). 
1) Delik dolus  
adalah delik yang memuat unsur kesengajaan, misal : Pasal 
187, 197, 245, 263, 310, 338 KUHP 
2) Delik culpa  
adalah delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur 
misal : Pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat 4 dan Pasal 359, 360 
KUHP. 
e) Delik tunggal dan delik berangkai (enkelvoudige en samenge-
stelde delicten) 
1) Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan 
perbuatan satu kali. Misal : pasal 362 (pencurian) 
2) Delik berangkai adalah delik yang baru merupakan delik, 
apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misal : Pasal 481 
(penadahan sebagai kebiasaan) 
f) Delik yang berlangsung terus (voordurende en aflopende 
delicten) 
Delik yang berlangsung terus adalah delik yang mempunyai ciri 
bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus, misal : merampas 
kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP). 
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g) Delik biasa dan delik aduan 
Delik biasa adalah delik yang untuk dilakukannya penuntutan 
pidana tidak diisyaratkan adanya aduan dari yang berhak. 
Sedangkan delik aduan adalah delik yang untuk dilakukannya 
penuntutan pidana diisyaratkan adanya aduan dari yang berhak. 
Contoh :  
Delik Biasa : Pembunuhan (Pasal 338 KUHP) 
Delik Aduan : Pencemaran (Pasal 310 KUHP), Fitnah (Pasal 
311 KUHP)  
h) Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya 
peringannya (eenvoudige dan gequalificeerde / geprevisilierde 
delicten)  
Delik yang ada pemberatannya, misal : penganiayaan yang 
menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat 2, 3 
KUHP), pencurian pada waktu malam hari dsb. (Pasal 363). Ada 
delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam 
keadaan tertentu, misal : pembunuhan kanak-kanak (Pasal 341 
KUHP). Delik ini disebut “geprivelegeerd delict”. Delik sederhana; 






i) Delik ekonomi (biasanya disebut tindak pidana ekonomi) dan 
bukan delik ekonomi  
Apa yang disebut tindak pidana ekonomi itu terdapat dalam 
Pasal 1 Undang-Undang Darurat No. 7 tahun 1955, Undang-
Undang darurat tentang tindak pidana ekonomi. 
C. Kesalahan Dalam Hukum Pidana 
Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena 
kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau 
akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilkakukan dengan mampu 
bertanggung jawab. 
Dalam hukum pidana menurut Moeljatno (Amir Ilyas, 2012:77) : 
Kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah 
pelaku tindak pidana itu mampu bertanggung jawab, bila tindakannya 
memuat 4 (empat) unsur yaitu : 
1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum); 
2. Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab; 
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan 
(Dolus) dan kealpaan (Culpa); 
4. Tidak adanya alasan pemaaf. 
 
Kesalahan selalu ditujukan pada perbuatan yang tidak patut, yaitu 
melakukan sesuatu yang seharusya tidak dilakukan atau tidak melakukan 
sesuatu yang seharusnya dilakukan. Menurut Bahder Johan Nasution 
(Amir Ilyas, 2012:78) bentuk-bentuk kesalahan terdiri dari : 
1. Kesengajaan (Dolus), dan 






1. Kesengajaan (Dolus) 
Hampir semua tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan bukan 
unsur kealpaan ini layak oleh karena biasanya yang pantas mendpatkan 
hukuman pidana itu ialah orang yang melakukan dengan sengaja. 
Menurut Wirjono Prodjodikoro (Amir Ilyas, 2012:78) kesengajaan 
dapat dibagi menjadi 3 bagian yaitu : 
a. Sengaja sebagai niat 
Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan (oogmerk) 
si pelaku dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Maka apabila 
kesengajaan semacam ini ada pada suatu tindak pidana tidak 
ada yang menyangkal, bahwa si pelaku pantas dikenakan 
hukuman pidana ini lebih nampak apabila dikemukakan, bahwa 
dengan adanya kesengajaan yang berisfat tujuan ini, dapat 
dikatakan si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat 
yang menjadi pokok alasan diadakannya hukum pidana 
(constitutief gevolg). 
 
b. Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan 
Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan 
perbuatannya, tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang 
menjadi dasar delict, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti 
akan mengikuti perbuatan itu. Jika ini terjadi, maka teori 
kehendak (wilstheorie) menganggap akibat tersebut juga 
dikehendaki oleh pelaku, maka kini juga ada kesengajaan 
berupa tujuan (oogmerk) oleh karena dalam keduanya tentang 
akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan 
hanya banyangan atau gambaran dalam gagasan pelaku bahwa 
akibat pasti akan pasti terjadi, maka kini juga ada kesengajaan. 
 
c. Sengaja sadar akan kemungkinan 
Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak 
disertai banyangan suatu kepastian akan terjadinya akibat yang 
bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu 






Menurut Van Hattum dan Hazewinkel-Suringa (Amir Ilyas, 2012:82) 
mengakan bahwa : 
“Tidak ada kesengajaan, melainkan hanya mungkin ada culpa 
atau kurang berhati-hati. Kalau masih ada dapat dikatakan, 
bahwa kesengajaan secara keinsafan kepastian praktis sama 
atau hampir sama dengan kesengajaan sebagai tujuan 
(oogmerk), maka sudah terang kesengajaan secara keinsafan 
kemungkinan tidaklah sama dengan dua macam kesengajaan 
yang lain itu, melainkan hanya disamakan atau dianggap 
seolah-olah sama”. 
 
2. Kealpaan (Culpa) 
Dalam Undang-undang tidak ditemukan apa arti kelalaian atau 
kealpaan (culpa) tetapi dari ilmu pengetahuan hukum pidana diketahui 
sifat-sifat adalah ciri dari culpa. 
Menurut Lamintang (1997:342), mengemukakan bahwa : 
1.  Sengaja melakukan tindakan yang ternyata salah, karena 
menggunakan ingatan/otaknya secara salah, seharusnya dia 
menggunakan ingatannya (sebaik-baiknya), tetapi dia melakukan 
suatu tindakan (aktif atau pasif) dengan kurang kewaspadaan 
yang diperlukan. 
2.   Pelaku dapat memperkirakan akibat yang terjadi, tetapi merasa 
dapat mencegahnya, sekiranya akibat itu pasti akan terjadi, dia 
lebih suka untuk tidak melakukan tindakan yang akan 
menimbulkan akibat itu. Tetapi tindakan itu tidak diurungkan, atas 
tindakan mana ia kemudian dicela, karena bersifat melawan 
hukum. 
 
Menurut E.Y.Kanter (1982:92) mendefinisikan culpa sebagai 
berikut: 
“Kealpaan atau culpa, seperti juga kesengajaan adalah salah satu 
bentuk dari kesalahan, yang bentuknya lebih rendah derajatnya 
dari pada kesengajaan, karena bila mana dalam kesengajaan, 
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suatu akibat yang timbul itu dikehendaki pelaku maka dalam 
kealpaan justru akibat itu tidak dikehendaki walaupun pelaku dapat 
memperkenalkan sebelumnya”. 
 
Menurut Wirjono Prodjodikoro (2003:42), mengemukakan bahwa : 
“Kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum 
mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku 
tindak pidana yang tidak sederajat seperti kesengajaan, yaitu 
kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi”. 
 
Menurut Simons (Leden Marpaung, 2005:25) mengemukakan bahwa : 
“Umumnya culpa itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati 
melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga suatu 
perbuatan itu walaupun suatu perbuatan itu dilakukan dengan 
berhati-hati masih mungkin juga terjadi culpa jika yang berbuat itu 
telah mengetahui bahwa perbuatan itu mungkin akan timbul suatu 
akibat yang dilarang UU”. 
 
Dapat diduganya akibat itu lebih dahulu oleh pelaku adalah suatu 
syarat mutlak. Suatu akibat yang tidak dapat diduga lebih dahulu tidak 
dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai culpa. 
Menurut Jonkers (Rusli Effendy, 1980 : 65) mengumukakan bahwa : 
culpa dalam hukum pidana diperlakukan lebih kurang satu kelalaian yang 
hebat, yang mengakibatkan perbuatan itu melawan hukum.. 
 
Menurut Masruchir Ruba’I (2001 : 58) mengumukakan  bahwa : 
Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang tidak berupa kesengajaan, 
akan tetapi juga bukansesuatu yang terjadi kebetulan. 
 
Dalam kealpaan sikap batin seseorang menghendaki melakukan 
perbuatan akan tetapi sama sekali tidak menghendaki terjadinya akibat 
dari perbuatannya. Jadi dalam kealpaan tidak ada niat jahat dari petindak. 




D. Lalu Lintas  
1. Pengertian lalu lintas  
Di dalam Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas 
Dan Angkutan Jalan (selanjutnya disingkat UU LLAJ) didefinisikan 
sebagai gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas, sedang yang 
dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang 
diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan/atau barang yang 
berupa jalan atau fasilitas pendukung. Operasi lalu lintas di jalan raya ada 
empat unsur yang saling terkait yaitu pengemudi, kendaraan, jalan, dan 
pejalan kaki. 
Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan 
angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib, dan teratur, 
nyaman dan efisien melalui menajemen lalu lintas dan rekayasa lalu 
lintas. Tata cara berlalu lintas dijalan diatur dengan peraturan 
perundangan menyangkut arah lalu lintas, prioritas menggunakan jalan, 
lajur lalu lintas, jalur lalu lintas dan pengendalian arus persimpangan. 
2. Kecelakaan Lalu Lintas 
Menurut UU LLAJ, kecelakaan lalu lintas adalah “suatu peristiwa di 
jalan yang tidak diduga dan disengaja melibatkan kendaraan dengan atau 
tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban dan/atau kerugian 
harta benda.  
Menurut Pasal 229 UU LLAJ menentukan sebagai berikut : 
1) Kecelakaan lalu lintas digolongkan atas : 
a). kecelakaan lalu lintas ringan; 
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b). kecelakaan lalu lintas sedang; atau 
c). Kecelakaan lalu lintas berat. 
2) Kecelakaan lalu lintas ringan sebagaimana dimaksud pada 
Ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan 
kerusakan kendaraan dan/atau barang. 
3) Kecelakaan lalu lintas sedang sebagaimana dimaksud pada 
Ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan 
luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang. 
4) Kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana dimaksud pada Ayat 
(1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban 
meninggal dunia atau luka berat. 
5) Kecelakaan lalu lintas sebgaimana dimaksud pada Ayat (1)  
dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, 




3. Ketentuan Pidana Pada Kecelakaan Lalu Lintas 
Menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU 
LLAJ) : 
•   Pasal 310: Setiap orang yang mengemudikan kendaraan 
bermotor yang karena kelalaian nya mengakibatkan 
kecelakaan lalu lintas dengan: 
a) Kerusakan kendaraan dan/atau barang, dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan 
dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (Satu 
juta rupiah). 
b) Korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau 
barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 
(satu) tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah). 
c) Korban luka berat, dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling 
banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dalam 
hal kecelakaan tersebut mengakibatkan orang lain 
meninggal dunia dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling 
banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). 
•   Pasal 311: Setiap yang dengan sengaja mengemudikan 
kendaraan bermotor dengan cara dan keadaan yang 
membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda 
paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). 
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Dalam hal perbuatan mengakibatkan kecelakaan lain dengan : 
1.  Kerusakan kendaraan dan/atau barang, pelaku dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau 
denda paling banyak Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah). 
2.  Korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau 
barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 
(empat) tahun atau denda paling banyak Rp. 8.000.000,00 
(delapan juta rupiah). 
3.  Korban luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak 
Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dalam hal 
kecelakaan tersebut mengakibatkan orang lain meniggal 
dunia dipidana dengan pidana penjara lama 12 (dua belas) 
tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua 
puluh empat juta). 
 
Dalam Bab XXI Kitab Undang-undang hukum pidana (selanjutnya 
disingkat KUHPidana) yang menyebabkan mati atau luka-luka karena 
kealpaan terdaat pada pasal sebagai berikut:                                             
• Pasal 359 KUHPidana: Barang siapa karena kesalahaanya  
(kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam 
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau 
pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun. 
• Pasal 360 KUHPidana:     
(1) Barang siapa karena kesalahannya (kealaannya) 
menyebabka  orang lain mendapat luka-luka 
berat,diancam dengan pidana penjara paling lama 5 
(lima) tahun atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) 
tahun. 
(2) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) 
menyebabkan timbul penyakit atau halangan 
menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama 
waktu tertentu, diancam dengan pidana kurungan 
paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda 
paling tinggi Rp. 4.500.000,00 (enam juta lima ratus rbu 
rupiah).         
Mengenai tabrak lari, tabrak lari umumnya dengan pengertian 
bahwa pelaku atau dalam hal ini pengemudi kendaraan bermotor 
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meninggalkan korban kecelakaan lallu lintas dan ketika itu tidak 
menghentikan kendaraan yang dikemudikan. 
Pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas 
sebagaimana diatur dalam Pasal 231 UU LLAJ wajib: 
1. Menghentikan kendaraan yang dikemudikan. 
2. Memberikan pertolongan kepada korban 
3. Melaporkan kecalakaan kepada kepolisian Negara Republik 
Indonesia terdekat; dan  
4. Memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian 
kecelakaan.    
 
Pengemudi kendaraan yang karena keadaan memaksa tidak dapat 
menghentikan kendaraan ataupun memberikan pertolongan kepada 
korban ketika kecelakaan lain terjadi, keadaan memaksa dalam hal ini 
dimaksudkan bahwa situasi dilingkungan lokasi kecelakaan yang dapat 
mengancam keselamatan diri pengemudi, terutama dari amukan massa 
dan kondisi pengemudi yang tidak berdaya untuk memberikan 
pertolongan.   
Terhadap hal tersebut maka pengemudi kendaraan bermotor 
segera melaporkan diri kepada kepolisian Negara Republik Indonesia 
terdekat. Jika hal ini tidak juga dilakukan oleh pengemudi yang dimaksud 
maka berdasarkan Pasal 312 UU LLAJ dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,00 
(jutuh puluh lima juta rupiah). 
4. Jenis Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas  
Bagi pelaku tindak pidana lalu lintas dapat dijatuhi pidana barupa 
pidana penjara, kurungan, atau denda dan selain itu dapat dijatuhi pidana 
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tambahan berupa pencabutan sura izin mengemudi atau ganti kerugian 
yang diakibatkan oleh tindak pidana lalu lintas. 
E. Tindak Pidana Kealpaan Yang Mengakibatkan Kematian (culpa) 
1) Tindak Pidana Kealpaan Yang Mengakibatkan Kematian  
a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
Disamping sikap batin berupa kesengajaan ada pula sikap batin 
yang berupa kealpaan. Hal ini terdapat dalam delik. Akibat ini timbul 
karena ia alpa, ia sembrono, teledor, ia berbuat kurang hati-hati atau 
kurang penduga-duga. 
Dalam hal ini ketentuan mengenai tindak pidana kelalaian atau 
kealpaan yang mengakibatkan luka atau hilangnya nyawa orang lain 
diatur dalam KUH Pidana Buku Kedua tentang Kejahatan yaitu : 
Pasal 359 :“Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan 
matinya orang lain, diancam dengan pidana 
penjara paling lama lima tahun dan kurungan 
paling lama satu tahun.” 
 
b) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan 
Terdapat pula dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Pasal 310, yang berbunyi sebagai 
berikut : 
(1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang 
karena kelalaian nya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas 
dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau 
denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). 
(2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang 
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karena kelalaian nya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas 
dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan 
dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 
ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 
(satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000,00 
(dua juta rupiah). 
(3) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor 
yang karena kelalaian nya mengakibatkan kecelakaan lalu 
lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 
5.000.000,00 (lima juta rupiah). 
 
Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) 
yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 
12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). 
2) Unsur Delik Tindak Pidana Kealpaan Yang Mengakibatkan 
Kematian  
Unsur-unsur dari rumusan Pasal 359 KUHP yaitu : 
a. Barang siapa 
 
Yang dimaksud dengan barang siapa adalah untuk menentukan 
siapa pelaku delik sebagai objek hukum yang telah melakukan delik 
tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan 
perbuatannya. Dalam hal ini dimaksud dari pada subjek hukum yang 
memiliki kemapuan bertanggungjawab adalah didasarkan kepada 
keadaan dan kemampuan jiwa dari pelaku yang didakwakan dalam 





b. Karena kesalahannya (kelalaian atau kealpaan) 
Dalam unsur ini adalah bahwa matinya korban apakah merupakan 
akibat dari kelakuan yang tidak dikehendaki oleh terdakwa (orang yang 
berbuat). 
c. Mengakibatkan kematian 
Dalam unsur ini, karena kelalaiannya atau kealpaannya 
menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, maka unsur ini adalah untuk 
melihat hubungan antara perbuatan yang terjadi dengan akibat yang 
ditimbulkan sehingga rumusan ini menjadi syarat mutlak dalam delik ini 
adalah akibat. 
Menurut Adami Chazawi (2002:125), mengemukakan bahwa : 
Kalimat “menyebabkan orang mati” tidak berbeda dengan unsur 
perbuatan menghilangkan nyawa dari pembunuhan dalam Pasal 338 
KUHP. Perbedaanya dengan pembunuhan hanyalah terletak pada unsur 
kesalahan dalam bentuk kurang hati-hati (culpa) sedangkan kesalahan 
dalam pembunuhan adalah kesengajaan.  
F. Putusan 
1) Pengertian Putusan 
Perihal putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek 
penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwasanya putusan hakim berguna bagi 
terdakwa memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus 
dapat mempersiapkan langkah selanjutnya. Dalam sistem peradilan 
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pidana modern seperti Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP) sebagai kaidah hukum formil tidak diperkenankan main hakim 
sendiri. 
Dalam Pasal (1) angka  11   KUHAP disebutkan bahwa putusan 
pengadilan sebagai: “Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang 
pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari 
segala tuntunan hukum dalam serta menurut cara yang diatur dalam 
Undang-undang ini.” 
2) Jenis-Jenis Putusan 
Dengan melakukan perumusan KUHAP, pada dasarnya putusan 
Hakim/Pengadilan dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu: 
a. Putusan yang bukan putusan akhir 
Pada praktik peradilan bentuk putusan awal dapat berupa 
penetapan dan putusan sela, putusan jenis ini mengacu 
pada ketentuan Pasal 148 dan 156 ayat 1 KUHAP, yakni 
dalam hal setelah pelimpahan perkara dan apabila 
terdakwa dan/atau penasehat hukum mengajukan 
Kekerabatan atau Eksepsi terhadap surat dakwaan Jaksa 
Penuntut Umum (JPU). Pada hakekatnya putusan yang 
bukan putusan akhir dapat berupa: 
1. Penetapan yang menentukan bahwa tidak 
berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu 
perkara karena merupakan kewenangan Pengadilan 
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Negeri yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 143 Ayat 
(1) KUHAP. 
2. Putusan menyatakan dakwaan jakasa penuntut umum 
batal demi hukum. Karena tidak memenuhi ketentuan 
Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHAP, dan dinyatakan batal 
demi hukum menurut ketentuan Pasal 143 Ayat (3) 
KUHAP. 
3. Putusan yang berisikan bahwa dakwaan jaksa atau 
penuntut umum tidak dapat diterima sebagaimana 
ketentuan Pasal 156 Ayat (1) KUHAP disebabkan materi 
perkara tersebut telah daluarsa, materi perkara hukum 
perdata dan sebagainya. 
b. Putusan akhir 
Putusan ini dalam praktik lazim disebut dengan istilah "eind 
vonis" dan merupakan jenis putusan ag bersifat materi. 
Putusan ini terjadi apabila setelah majelis hakim memeriksa 
terdakwa sampai dengan berkas pokok perkara selesai 
diperiksa secara teoritik putusan akhir ini dapat berupa: 
1. Putusan bebas (Pasal 191 Ayat (1) KUHAP) 
Putusan bebas menurut rumpun Eropa Continental, 
lazim disebut dengan "vrijspraak". Aturan hukum putusan 
bebas diatur dalam KUHAP Pasal 191 ayat (1) yaitu: 
"jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil 
pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas 
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perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah 
dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas".  
 
Penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang dimaksud 
dengan "perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak 
terbukti secara sah dan meyakinkan" adalah tidak cukup 
bukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian 
dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan 
hukum pidana ini. 
2. Putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan (Pasal 
191 Ayat (1) KUHAP). 
Secara umum putusan pelepasan dari segala tuntutan 
hukum diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat (1) 
KUHAP yaitu: 
"jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang 
didakwakan terbukti, tetapi perbuatan itu tidak 
merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus 
lepas dari segala tuntutan hukum.” 
 
Apabila dikonklusikan dan dijabarkan lebih lanjut secara 
teoritik pada ketentuan Pasal 191 Ayat (2) KUHAP 
terhadap pelepasan dari segala tuntutan terjadi jika : 
1) Dari hasil pemeriksaan didepan sidang pengadilan 
perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan 
meyakinkan menurut hukum, tetapi perbuatan 
tersebut bukanlah merupakan tindak pidana. 
2) Karena adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar 
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3) Melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah 
yang diberikan oleh kuasa yang berhak untuk itu. 
3. Putusan Pemidanaan (Pasal 193 Ayat (1) KUHAP) 
Pada dasarnya putusan pemidanaan diatur oleh 
ketentuan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP yaitu : 
“jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah 
melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya 
maka pengadilan menjatuhkan pidana”. 
 
G. Pertimbangan Hakim Dalam dalam Memutuskan Perkara 
1) Pertimbangan Yuridis 
Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah argument atau 
alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang 
menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik sebelum 
pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan 
menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan 
konklusi komulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan 
barang bukti. 
Menurut Lilik Mulyadi(2007:193) mengemukakan bahwa: 
“Hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan 
pembuktian unsur-unsur dari suatu delik, apakah perbuatan 
terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan detik yang 
didakwakan oleh penuntut umum/dictum putusan hakim.” 
 
Menurut Rusli Muhammad (2007:212) mengemukakan bahwa 
pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori,yakni: 
Pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. 
Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang 
didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam 
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persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal 
yang harus dimuat di dalam putusan misalnya Dakwaan Jaksa 
penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, 
barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum 
pidana. Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari 
latar belakang, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri 
terdakwa, dan agama terdakwa. 
 
Fakta-fakta persidangan yang dihadirkan, berorientasi dari lokasi, 
waktu kejadian, dan modus operandi tentang bagaimana tindak pidana itu 
dilakukan. Selain itu, dapat pula diperhatikan bagaimana akibat langsung 
atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa, barang bukti apa saja yang 
digunakan, serta apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan 
perbuatannya atau tidak. 
Apabila fakta-fakta dalam persidangan telah diungkapkan, barulah 
hakim mempertimbangkan unsur-unsur delik yang didakwakan oleh 
penuntut umum. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga 
hams menguasai aspek teoritik, pandangan doktrin, Yurisprudensi, dan 
posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan 
pendiriannya. Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek 
putusan hakim, selanjutnya dipertimbangkan hal-hal yang dapat 
meringankan atau memperberatkan terdakwa. 
2) Pertimbangan Sosiologis 
Undang-undang  No.  48 Tahun  2009  Pasal  5  ayat  (1)  yang 
mengemukakan bahwa: 
Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai 
hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. 
ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan 
hukum dan rasa keadilan masyarakat. 
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Jadi, hakim merupakan perumus dan penggali nilai-nilai hukum 
yang hidup di kalangan rakyat. Oleh karena itu, ia harus terjun ke tengah-
tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami 
perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. 
Berkaitan dengan hal ini dikemukakan oleh Achmad Ali (2009:200) 
mengemukan bahwa: 
Dikalangan praktisi hukum, terdapat kecenderungan untuk 
senantiasa melihat pranata peradilan hanya sekedar sebagai 
pranata hukum belaka, yang penuh dengan muatan normative, 
diikuti lagi dengan sejumlah asas-asas peradilan yang sifatnya 
sangat ideal dan normatif, yang dalam kenyataannya justru 
berbeda sama sekali dengan penggunaan kajian moral dan 
kajian ilmu hukum (nomatif). 
 
Menurut Bismar Siregar (1989: 33) mengemukakan bahwa: 
Seandainya terjadi dan akan terjadi benturan bunyi hukum 
antara yang dirasakan adil oleh masyarakat dengan apa yang 
disebut kepastian hukum, jangan hendaknya kepastian hukum 
dipaksakan dan rasa keadilan masyarakat dikorbankan. 
 
Menurut HB Sutopo (2002: 68) mengemukakan bahwa: 
Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim 
dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, antara lain: 
a. Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai 
yang hidup dalam masyarakat. 
 
b. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-
nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan 
terdakwa. 
 
c. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, 
peranan korban. 
 
d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut 




e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa 








A. Lokasi Penelitian 
Dalam penyusunan penelitian ini, penulis memilih untuk melakukan 
penelitian di Pengadilan Negeri Maros, Kabupaten Maros. 
B. Jenis dan Sumber Data 
Dalam penyusunan penelitian ini penulis menggunakan jenis data 
sebagai berikut : 
1)  Data Primer  
  Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan 
melalui teknik wawancara dengan responden. Data jenis ini 
diperoleh dari sumber data yang merupakan responden penelitian 
yaitu Hakim di Pengadilan Negeri Maros 
2)  Data Sekunder 
   Data sekunder yaitu data tidak langsung yang diperoleh 
melalui studi kepustakaan. Sumber data dalam hal ini yaitu sebagai 
berikut : 
a) Dokumen-dokumen resmi, arsip-arsip yang terdapat di lokasi 
penelitian (Pengadilan Negeri Maros). 
b) Literatur, perundang-undangan, hasil-hasil penelitian yang 
berwujud laporan, artikel-artikel dalam media cetak serta media 




C. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan melakukan 
kegiatan sebagai berikut : 
1) Wawancara atau interview yaitu proses tanya jawab secara 
lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. 
Dalam proses interview terdapat dua pihak yang menempati 
kedudukan yang berbeda, satu pihak berfungsi sebagai pencari 
informasi atau penanya atau disebut interviewer sedang pihak 
yang lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau informan 
atau responden. Pada penelitian yang dilakukan ini, penulis 
atau peneliti berkedudukan  sebagai interviewer dan responden 
adalah Hakim di Pengadilan Negeri Maros. 
Teknik wawancara yang dipakai bersifat bebas terpimpin 
yaitu wawancara dilakukan dengan menggunakan interview 
guide yang berupa catatan mengenai pokok-pokok yang akan 
ditanyakan, sehingga dalam hal ini masih dimungkinkan adanya 
variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi 
ketika interview dilakukan. 
2) Studi kepustakaan yaitu mendapatkan data melalui bahan-
bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca dan 
mempelajari peraturan perundang-undangan, teori-teori atau 
tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku-buku literatur, catatan 
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kuliah, surat kabar, dan bahan-bahan bacaan ilmiah yang 
mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diangkat. 
D. Teknik Analisis Data 
Data penelitian ini dianalisa dengan teknik kualitatif kemudian 
disajikan secara deskriptif, yaitu penulis berusaha menganalisa data 
dengan menguraikan dan memaparkan secara jelas dan apa adanya 
mengenai obyek yang diteliti. Data-data dan informasi yang diperoleh dari 
obyek penelitian yang telah dikaji dan dianalisa, kemudian dikaitkan 
dengan teori dan peraturan yang berlaku yang bertujuan untuk 








HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Tindak Pidana Kelalaian Dalam Kecelakaan 
Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Matinya Orang Lain di 
Kabupaten Maros 
 
Kabupaten Maros adalah salah satu daerah yang memiliki 
kepadatan lalu lintas yang cukup padat. Hal tersebut dapat di 
buktikan dengan melihat kepadatan kendaraan di pagi dan sore 
hari. Kepadatan kendaraan tersebut disebabkan peningkatan 
volume kendaraan yang tiap tahunnya bertambah. Dengan 
bertambahnya volume kendaraan dan bertambah padatnya lalu 
lintas di Kabupaten Maros maka akan semakin besar peluang 
terjadinya kecelakaan lalu lintas. Menurut data kasus dari Laka 
Lantas Polres Maros dalam lima tahun terakhir : 
Tabel 1. Jumlah kasus kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Maros 
 
NO TAHUN JUMLAH LAKA MD LB LR 
1 2011 356 82 161 386 
2 2012 396 81 226 426 
3 2013 296 56 117 354 
4 2014 258 82 115 263 
5 2015 189 60 69 182 
JUMLAH 1.495 361 688 1.611 
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Data tersebut diatas membuktikan bahwa di Kabupaten 
Maros adalah salah satu daerah dengan kasus kecelakaan lalu 
lintas yang cukup tinggi dalam lima tahun terkahir terdapat 1.495 
kasus kecelakaan lalu lintas dan 361 korban meninggal dunia. 
 
B. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana 
Kelalaian Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian Orang Lain 
Dalam Putusan Nomor 73/Pid.B/2015/PN.Mrs. 
 
1. Posisi Kasus 
Pada awalnya terdakwa HARRY PEMULYA pada hari Senin 
tanggal 13 bulan April tahun 2015 sekitar pukul 09.30 Wita atau 
setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2015 
bertempat di Lingkungan Lappabinare Kelurahan Sabila Kecamatan 
Mallawa Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan atau setidak-
tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah 
hukum Pengadilan Negeri Maros, yang melakukan kelalaian lalu 
lintas yang menyebabkan SUDARMAN meninggal dunia. Awal 
mula kejadian tersebut pada waktu HARRY PEMULYA sedang 
mengemudikan mobil Toyota Avansa Veloz dengan Nomor Polisi 
DW 1402 AE bergerak dari arah Maros menuju arah Bone dengan 
kecepatan sekitar 80 km/jam pada persenelling gigi 4 (empat), 
mendekati tempat kejadian dari jarak sekitar 3 (tiga) meter sebuah 
mobil box warna kuning sedang terparkir di badan jalan sebelah 
kanan bila dilihat dari arah Maros, tiba-tiba sepeda motor Suzuki 
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Shogun dengan Nomor Polisi DD 338 AC yang dikendarai korban 
bergerak dari arah berlawanan yaitu dari arah Bone menuju arah 
Maros langsung membelok ke kanan jalan, sehingga terdakwa 
kaget dan tidak sempat melakukan pengereman sehingga pada 
bagian tengah bamper depan mobil yang dikemudikan terdakwa 
menabrak pada bagian samping sebelah kiri sepeda motor Suzuki 
Shogun dengan Nomor Polisi DD 3382 AC yang dikendarai korban 
Sudarman yang menyebabkan sepeda motor korban tersangkut 
pada bamper yang dikemudikan terdakwa dan korban SUDARMAN 
terlempar naik ke kap depan mobil yang dikendarai terdakwa 
hingga terbawa sekitar 70 (tujuh puluh) meter dari tempat kejadian. 
Akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban SUDARMAN 
mengalami luka-luka dan pendarahan dan akhirnya meninggal 
dunia di Puskesmas Mallawa.     
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
Adapun isi dakwaan Penuntut Umum terhadap tindak pidana 
kelalaian lalu lintas yang dilakukan oleh terdakwa HARRY 
PAMULYA yang dibacakan pada persidangan dihadapan Hakim 
Pengadilan Negeri Maros yang pada pokoknya mengatakan 
sebagai berikut: 
Bahwa terdakwa HARRY PEMULYA pada hari Senin tanggal 
13 bulan April tahun 2015 sekitar pukul 09.30 Wita atau setidak-
tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2015 bertempat di 
Lingkungan Lappabinare Kelurahan Sabila Kecamatan Mallawa 
Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan atau setidak-tidaknya 
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disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum 
Pengadilan Negeri Maros yang berwenang memeriksa dan 
mengadili perkara ini, karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya 
pada waktu mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan 
kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain yaitu korban 
SUDARMAN meninggal dunia. Perbuatan tersebut dilakukan oleh 
terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut: 
 
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah 
diuraikan diatas, terdakwa sedang mengemudikan mobil 
Toyota Avansa Veloz No.Pol. DW 1402 AE bergerak dari 
arah Maros menuju arah Bone dengan kecepatan sekitar 
80 km/jam pada persenelling gigi 4 (empat), mendekati 
tempat kejadian dari jarak sekitar 3 (tiga) meter sebuah 
mobil box warna kuning sedang terparkir di badan jalan 
sebelah kanan bila dilihat dari arah Maros, tiba-tiba 
sepeda motor Suzuki Shogun No.Pol.DD 3382 AC yang 
dikendarai korban bergerak dari arah berlawanan yaitu 
dari arah Bone menuju ke arah Maros langsung 
membelok ke kanan jalan, sehingga terdakwa kaget dan 
tidak sempat melakukan pengereman, sedangkan 
seharusnya terdakwa berhati-hati dalam berkendara 
dengan mengerem kendaraannya sampai berhenti, 
melakukan upaya untuk menghindari dan memperhatikan 
rambu-rambu jalan, memprioritaskan keselamatan para 
pengendara disekelilingnya dan membunyikan klakson, 
namun hal itu sama sekali tidak dilakukan terdakwa 
akhirnya pada bagian tengah bamper depan mobil yang 
dikemudikan terdakwa menabrak pada bagian samping 
sebelah kiri sepeda motor Suzuki Shogun No.Pol. DD 
3382 AC yang dikendarai korban SUDARMAN yang 
menyebabkan sepeda motor korban tersangkut pada 
bamper depan mobil yang dikemudikan terdakwa dan 
korban SUDARMAN terlempar naik ke kap depan mobil 
yang dikemudikan terdakwa hingga terbawa sekitar 70 
(tujuh puluh) meter dari tempat kejadian. 
 
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban 
SUDARMAN mengalami luka-luka dan perdarahan dan 
akhirnya meninggal dunia di Puskesmas Mallawa 
sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 172/UPT-
ML/VER/IV/2015 tanggal 30 April 2015 yang dibuat dan 
ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Eka 
Dwi Lestari selaku pemeriksa pada UPT Puskesmas 
Mallawa, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban 




1. Pemeriksaan Luar 
1) Kepala + muka 
a) Luka robek pada kepala bagian atas 
tengah dengan ukuran P: satu 
centimeter; L: nol koma lima centimeter; 
D: nol koma lima cntimeter. 
b) Luka lecet pada dahi sebelah kanan 
dengan ukuran P: tiga koma lima 
centimeter; L: satu centimeter 
c) Keluar cairan bening pada telinga 
sebelah kiri 
d) Luka lecet pada wajah sebelah kanan 
e) Terdapat kebiruan pada pipi bagian kiri 
depan dengan ukuran P: tiga centimeter; 
L: satu centimeter 
f) Pendarahan dimulut aktif 
g) Luka lecet pada bibir atas sebelah kiri 
dengan ukuran P: satu centimeter; L: nol 
koma lima centimeter  
 
2) Badan  
a. Luka gores pada punggung kanan 
dengan ukuran P: dua centimeter; P: 
lima centimeter; P: empat centimeter; P: 
satu koma lima centimeter 
b. Luka lecet pada punggung sebelah kiri 
dengan ukuran P: tiga centimeter; L: dua 
centimeter 
c. Luka lecet pada pinggang sebelah kiri 
dengan ukuran P: satu centi meter; L: 
nol koma lima centimeter 
 
3) Anggota gerak bawah 
a. Luka lecet pada lutut sebelah kiri 
dengan ukuran P: dua centimeter; L: 
satu centimeter 
b. Luka robek pada tumit kanan dengan 
ukuran P: empat centimeter; L: nol koma 
lima centimeter; D: nol koma lima 
centimeter 
Dengan kesimpulan : Penyebab kematian karena kekerasan 
benda tumpul (akibat kecelakaan lalu lintas). 
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Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan 
diancam pidana dalam Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang RI Nomor 
22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 
Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut 
tidak diajukan keberatan oleh terdakwa.  
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, 
Penuntut Umum telah mengajukan beberapa fakta-fakta yang 
terungkap dalam persidangan secara berturut-turut berupa 
keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan bukti 
surat serta barang bukti untuk memperkuat dakwaannya, sebagai 
berikut : 
a. Keterangan Saksi-saksi 
1. Saksi SUSANTI BINTI SALAM (disumpah), yang pada 
pokoknya menerangkan sebagai berikut : 
 
- Bahwa pada hari senin 13 april 2015 sekitar pukul 09.30 
terjadi kecelakaan di lingkungan Lappabinare Kelurahan 
Sabila Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros; 
- Bahwa pelakuya adalah HARRY PEMULYA sedangkan 
korbannya adalah SUDARMAN; 
- Bahwa awalnya saksi berdiri di depan kios, lalu datang 
sepeda motor Suzuki Shogun yang dikendarai korban 
bergerak dari maros menuju bone dan berhenti di badan 
jalan sebelah kiri dari arah bone menuju maros hendak 
menyebrang di kiri jalan, tiba-tiba mobil Toyota Avansa 
langsung menabrak pengendara sepeda motor Suzuki 
Shogun hingga korban terlempar naik ke kaca depan 
mobil dan terbawa sampai 70 meter oleh mobil tersebut 
berhenti dan sepeda motor tersangkut di bamper depan 
mobil tersebut; 
- Bahwa saksi tidak mendengar bunyi klakson dan suara 
pengereman mobil tersebut; 
- Bahwa pihak terdakwa telah memberikan uang duka 
sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); 




2. Saksi SUSANTO BIN SALAM (disumpah), yang pada 
pokoknya menerangkan sebagai berikut : 
 
- Bahwa pada hari senin 13 april 2015 sekitar pukul 09.30 
terjadi kecelakaan di lingkungan Lappabinare Kelurahan 
Sabila Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros ; 
- Bahwa pelakunya adalah HARRY PEMULYA sedangkan 
korbannya adalah SUDARMAN ; 
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya ; 
- Bahwa awalnya saksi berdiri di sawah, lalu datang 
sepeda motor Suzuki Shogun yang dikendarai korban 
bergerak dari Maros menuju Bone dan berhenti di badan 
jalan sebelah kiri dari arah Bone menuju Maros hendak 
menyebrang di kiri jalan, tiba-tiba ada mobil Toyota 
Avansa langsung menabrak pengendara sepeda motor  
Suzuki Shogun hingga korban terlempar naik ke kaca 
depan mobil dan terbawa sampai 70 meter oleh mobil 
tersebut berhenti dan sepeda motor tersangkut di bamper 
depan mobil tersebut. 
- Bahwa saksi tidak mendengar bunyi klakson dan suara 
pengereman mobil tersebut ; 
- Bahwa pihak terdakwa telah memberikan uang duka Rp. 
5.000.000,- (lima juta rupiah) 
- Bahwa barang bukti adalah benar ; 
 
3. Saksi NELLI BINTI WAHID 
 
- Bahwa pada hari senin 13 april 2015 sekitar pukul 09.30 
terjadi kecelakaan di lingkungan Lappabinare Kelurahan 
Sabila Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros ; 
- Bahwa pelakunya adalah HARRY PEMULYA sedangkan 
korbannya SUDARMAN ; 
- Bahwa awalnya saksi berdiri di depan kios, lalu datang 
sepeda motor Suzuki Shogun yang dikendarai korban 
bergerak dari Maros menuju Bone dan berhenti di badan 
jalan sebelah kiri dari arah bone menuju maros hendak 
menyebrang di kiri jalan, tiba-tiba mobil Toyota Avansa 
langsung menabrak pengendara sepeda motor Suzuki 
Shogun hingga korban terlempar naik ke kaca depan 
mobil dan terbawa sampai 70 meter oleh mobil tersebut 
berhenti dan sepeda motor tersangkut di bamper depan 
mobil tersebut ; 
- Bahwa saksi tidak mendengar bunyi klakson dan suara 
pengereman mobil tersebut ; 
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- Bahwa pihak terdakwa telah memberikan uang duka Rp. 
5.000.000,- (lima juta rupiah0 ; 
- Bahwa barang bukti adalah benar ; 
 
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi 
tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan.   
b. Alat Bukti Surat. 
Alat bukti surat yang terdapat dalam berkas perrkara berupa : 





Berdasarkan ketentuan Pasal 188 ayat 1 dan 2 KUHAP 
dinyatakan petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan 
yang karena persesuaiaannya baik diantara yang satu dengan 
yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri 
menandakan bahwa  telah terjadi tindak pidana dan siapa 
pelakunya, petunjuk tersebut hanya dapat diperoleh dari 
keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dimana dari fakta yang 
terungkap dipersidangan justru mempertegas bahwa terdakwa 
telah melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan oleh 
keterangan saksi-saksi dan diperkuat oleh keterangan terdakwa 
sebagaimana tersebut diatas. 
 
d. Keterangan Terdakwa 
 
Terdakwa HARRY PEMULYA  
 
Di depan persidangan yang pada pokoknya menjelaskan 
sebagai berikut : 
- Bahwa pada hari senin 13 april 2015 telah terjadi 
kecelakaan di Lingkungan Lappabinare Kelurahan Sabila 
Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros ; 
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa HARRY PEMULYA 
sedangkan korbannya adalah SUDARMAN 
- Bahwa awalnya terdakwa menyetir mobil Avansa Veloz, 
lalu datang sepeda motor Suzuki Shogun yang dikendarai 
korban bergerak dari Maros menuju Bone dan berhenti di 
badan jalan sebelah kiri dari arah Bone menuju Maros 
hendak menyeberang di kiri jalan, tiba-tiba mobil Toyota 
Avansa langsung menabrak pengendara sepeda motor 
Suzuki Shogun sehingga korban terlempar naik ke kaca 
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depan mobil dan terbawa sampai 70 meter oleh mobil 
tersebut berhenti dan sepeda motor tersangkut di bamper 
depan mobil tersebut; 
- Bahwa kejadiannya begitu cepat sehingga terdakwa tidak 
sempat membunyikan klakson dan melakukan 
pengereman; 
- Bahwa pihak terdakwa telah memberikan uang duka Rp. 
5.000.000,- (lima juta rupiah) ; 
- Bahwa barang bukti yang diajukan benar ; 
- Bahwa terdakwa menyesal dan mohon keringanan 
 
e. Barang Bukti 
 
Barang bukti yang diajukan didepan persidangan berupa : 
- 1 (satu) unit mobil Toyota Veloz No.Pol. DW 1402 AE. 
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Veloz DW 1402 AE. 
- 1 (satu) lembar SIM A dikembalikan kepada Terdakwa. 
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun No.Pol. DD 3382 
AC 
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Suzuku Shogun 
No.Pol. DD 3382 AC  
 
Oleh karena barang bukti tersebut telah disita dengan cara yang 
sah, maka barang bukti tersebut dapat digunakan dalam 
pembuktian perkara ini. 
 
Ketua majelis hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut 
kepada terdakwa kepada terdakwa dan atau saksi-saksi oleh 
yang bersangkutan telah membenarkannya. 
Kesimpulan : 
Dari hasil penyidikan serta berdasarkan fakta-fakta yang 
terungkap dalam persidangan, dapat disumpulkan bahwa 
perbuatan terdakwa secara sah dan meyakinkan memenuhi 
rumusan tindak pidana yang didakwakan dalam Pasal 310 ayat (4) 





3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
Berdasarkan Nomor Regegister Perkara : PDM 
39/MAROS/Ep1/06/2015 pada tanggal 24 juli 2015 maka Jaksa 
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros : 
MENUNTUT 
Supaya kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros 
yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :  
1. Menyatakan terdakwa HARRY PEMULYA BIN KUTANA 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 
tindak pidana “ karena kelalaiannya atu kurang hati-
hatinya pada waktu mengemudikan kendaraan bermotor 
menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan 
orang lain meninggal dunia “ sebagaimana dakwaan 
tunggal pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARRY 
PEMULYA BIN KUTANA dengan pidana penjara selama 4 
(empat) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, 
3. Menyatakan barang bukti berupa : 
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa Veloz No.Pol. DW 
1402 AE 
- 1 (satu) lembar STNK Toyota Avansa Veloz No.Pol. 
DW 1402 AE 
- 1 (satu) lembar SIM A dikembalikan kepada Terdakwa 
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun No.Pol. DD 
3382 AC 
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Suzuki 
Shogun No.Pol. DD 3382 AC dikembalikan kepada 
keluarga korban 
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya 












4. Amar Putusan Dan Pertimbangan Hukum Oleh Majelis Hakim 
Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana 
Kelalaian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan 
Matinya Orang Lain (Putusan Nomor 73/Pid.B/2015/PN.Mrs) 
 
Adapun yang menjadi amar putusan dalam perkara Nomor : 
73/Pid.B/2015/PN.Mrs ini sebagai berikut : 
MENGADILI 
1. Menyatakan Terdakwa HARRY PEMULYA BIN KUTANA 
tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana “Karena kelalaiannya 
menyebabkan matinya orang” 
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HARRY 
PEMULYA BIN KUTANA oleh karena itu dengan pidana 
penjara selama 3 (tiga) bulan;  
3. Menetapkan masa penangkapan yang telah dijalani 
terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang 
dijatuhkan; 
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan; 
5. Menetapkan agar barang bukti berupa : 
a. 1 (satu) unit mobil toyota avansa veloz nopol DW 
1402 AE 
b. 1 (satu) lembar STNK mobil toyota avansa veloz 
nopol DW 1402 AE 
c. 1 (satu) unit sepeda motor suzuki shogun nopol 
DD 3382 AC  
d. 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor suzuki 
shogun nopol DD 3382 AC dikembalikan kepada 
keluarga korban  
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara 
sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)  
 
Dalam perkara No. 73/Pid/B/2015/PN.Mrs dalam hal ini 
terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan 
yang diajukan oleh penuntu umum sebagaimana telah diuraikan 
sebelumnya dimana terdakwa melanggar ketentuan Pasal 310 ayat 




Tindakan yang dilakukan terdakwa oleh hakim harus 
dibuktikan dengan mengkaji unsur-unsur dari Pasal tersebut 
kemudian disesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap 
dipersidangan serta alat bukti dengan menganalisanya. 
Adapun unsur-unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang Undang 
RI No. 22 Tahun 2009 berdasarkan isinya adalah sebagai berikut : 
1. Setiap Orang; 
2. Dengan lalai mengemudikan kendaraan bermotor; 
3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. 
 
Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan 
mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi 
atau tidak Pasal 310 ayat (4) Undang Undang RI No. 22 Tahun 
2009 tersebut yaitu sebagai berikut : 
Ad.1. Unsur Setiap orang. 
Bahwa pengertian “setiap orang” disini adalah siapa saja 
orang atau subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan 
dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. 
Bahwa terdakwa HARRY PEMULYA BIN KUTANA yang 
dihadapkan dipersidangan ini dengan saksi, alat bukti, surat, 
barang bukti berupa SIM A dan keterangan terdakwa sendiri yang 
membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum, 
maka terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah HARRY 
PEMULYA BIN KUTANA sebagai manusia yang dapat 
mempertanggung jawabkan perbuatannya. 
Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “setiap 
orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. 
 Ad.2. Unsur Dengan lalai mengemudikan kendaraan bermotor   
Menimbang bahwa dari pemeriksaan dipersidangan dari 
keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa 
serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta 




- Bahwa terdakwa HARRY PEMULYA BIN KUTANA sedang 
mengemudikan mobil Toyota Avansa Veloz No.Pol. DW 1402 AE 
bergerak dari arah Maros menuju arah Bone dengan kecepatan 
sekitar 80 km/jam pada persenelling gigi 4 (empat), mendekati 
tempat kejadian dari jarak sekitar 3 (tiga) meter sebuah mobil 
box warna kuning sedang terparkir di badan jalan sebelah kanan 
bila dilihat dari arah Maros, tiba-tiba sepeda motor Suzuki 
Shogun No.Pol.DD 3382 AC yang dikendarai korban bergerak 
dari arah berlawanan yaitu dari arah Bone menuju ke arah Maros 
langsung membelok ke kanan jalan, sehingga terdakwa kaget 
dan tidak sempat melakukan pengereman, sedangkan 
seharusnya terdakwa berhati-hati dalam berkendara dengan 
mengerem kendaraannya sampai berhenti, melakukan upaya 
untuk menghindari dan memperhatikan rambu-rambu jalan, 
memprioritaskan keselamatan para pengendara disekelilingnya 
dan membunyikan klakson, namun hal itu sama sekali tidak 
dilakukan terdakwa akhirnya pada bagian tengah bamper depan 
mobil yang dikemudikan terdakwa menabrak pada bagian 
samping sebelah kiri sepeda motor Suzuki Shogun No.Pol. DD 
3382 AC yang dikendarai korban SUDARMAN yang 
menyebabkan sepeda motor korban tersangkut pada bamper 
depan mobil yang dikemudikan terdakwa dan korban 
SUDARMAN terlempar naik ke kap depan mobil yang 
dikemudikan terdakwa hingga terbawa sekitar 70 (tujuh puluh) 
meter dari tempat kejadian. 
 
 Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “Dengan lalai 
mengemudikan kendaraan bermotor” telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan menurut hukum. 
 Ad.3. Unsur Yang Mengakibatkan orang lain meninggal dunia. 
 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap 
dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, 
petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan 
dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa akibat terdakwa yang 
lalai dalam mengemudikan kendaraan seperti tidak berhati-hati 
dalam berkendara dengan mengerem kendaraannya sampai 
berhenti, melakukan upaya untuk menghindari dan memperhatikan 
rambu jalan, memprioritaskan keselamatan pengendara 
disekelilingnya dan membunyikan klakson, sehingga mobil yang di 
kemudikan terdakwa menabrak korban SUDARMAN yang datang 
dari arah berlawanan mengendarai motor sehingga korban 
meninggal dunia di Puskesmas Mallawa Kabupaten Maros dimana 
hasil pemeriksaan terhadap korban SUDARMAN oleh dokter pada 
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Puskesmas Mallawa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 
172/UPT.PKM-ML/VER/IV/2015 tanggal 30 April 2015 ditemukan: 
1. Pemeriksaan Luar 
1) Kepala + muka 
a. Luka robek pada kepala bagian atas 
tengah dengan ukuran P: satu 
centimeter; L: nol koma lima 
centimeter; D: nol koma lima 
cntimeter. 
b. Luka lecet pada dahi sebelah kanan 
dengan ukuran P: tiga koma lima 
centimeter; L: satu centimeter 
c. Keluar cairan bening pada telinga 
sebelah kiri 
d. Luka lecet pada wajah sebelah 
kanan 
e. Terdapat kebiruan pada pipi bagian 
kiri depan dengan ukuran P: tiga 
centimeter; L: satu centimeter 
f. Pendarahan dimulut aktif 
g. Luka lecet pada bibir atas sebelah 
kiri dengan ukuran P: satu 
centimeter; L: nol koma lima 
centimeter  
 
2) Badan  
a. Luka gores pada punggung kanan 
dengan ukuran P: dua centimeter; P: 
lima centimeter; P: empat 
centimeter; P: satu koma lima 
centimeter 
b. Luka lecet pada punggung sebelah 
kiri dengan ukuran P: tiga 
centimeter; L: dua centimeter 
c. Luka lecet pada pinggang sebelah 
kiri dengan ukuran P: satu centi 
meter; L: nol koma lima centimeter 
 
3) Anggota gerak bawah 
a. Luka lecet pada lutut sebelah kiri 
dengan ukuran P: dua centimeter; L: 
satu centimeter 
b. Luka robek pada tumit kanan dengan 
ukuran P: empat centimeter; L: nol 




 Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur 
“Mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terbukti secara 
sah dan meyakinkan menurut hukum. 
Menimbang, bahwa dari uraian-uraian yang telah 
dikemukakan dalam analisa hukum diatas, maka dapat ditarik 
kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah dapat dibuktikan 
secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan tindak pidana 
yang didakwakan yakni Pasal 310 ayat (4) Undang Undang RI No. 
22 Tahun 2009; 
Menimbang bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum 
telah menghadapkan 3 (tiga) orang saksi yang masing 1. Susanti 
Binti Salam, 2. Susanto Bin Salam, 3. Nelli Binti Wahid yang pada 
pokoknya memberatkan Terdakwa sebagaimana termuat 
selengkapnya dalam berita acara; 
Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan keterangan 
Terdakwa saling menunjukkan kesesuaian sehingga Majelis Hakim 
berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kelalaian dalam  
mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan orang 
lain meninggal dunia; 
Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bersalah maka ia 




Sebelum menjatuhkan pidana dipertimbangkan hal-hal yang 
memberatkan dan meringankan sebagai berikut : 
a) Yang memberatkan : 
- Perbuatan terdawa telah meresahkan sesama pengguna 
jalan ; 
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program tertib lalu 
lintas ; 
b) Yang meringankan : 
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ; 
- Terdakwa sopan di persidangan ; 
 
5. Analisis Penulis 
Suatu proses peradilan berakhri dengan putusan akhir 
(vonnis) yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana 
(penghukuman), dan didalam putusan itu hakim menyatakan 
pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa 
yang menjadi amar putusannya. Dan sebelum sampai pada 
tahapan tersebut, ada tahapan yang harus dilakukan sebelumnya, 
yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap 
terdakwa. 
Dalam menjatuhkan Pidana , hakim harus berdasarkan pada 
dua alat bukti yang sah yang kemudian dari dua alat bukti tersebut 
hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang di 
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dakwakan benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya 
hal tersebut diatur salam pasal 183 KUHP. 
Sistem pembuktian yang diatur dalam pasal 183 KUHP 
disebut dengan Negatif-wettelijke Stelsel atau sistem pembuktian 
menurut undang-undang yang bersifat negatif 
Sistem pembuktian dalam KUHP dikatakan sebagai sistem 
pembuktian terbalik Lamintang (2010:408-409) karena : 
a. Disebut Wettelijk atau menurut undang-undang karena 
untuk pembuktian, undang-undanglah yang menentukan 
tentang jenis dan banyaknya alat bukti yang harus ada; 
b. Disebut Negatif karena adanya jenis-jenis dan banyaknya 
alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang itu belum 
dapat membuat hakim harus menjatuhkan pidana bagi 
seseorang terdakwa, apabila jenis-jenis dan banyaknya 
alat-alat bukti itu belum dapat menimbulkan keyakinan 
hakim bahwa suatu tindakan pidana itu benar-benar 
terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan 
tindakan pidana tersebut. 
Selain dari apa yang dijelaskan Penulis diatas, yang perlu 
dilakukan oleh hakim adalah untuk dapat dipidananya si pelaku, 
diisyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi 
unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat 
dari sudut terjadinya tindakan-tindakan yang dilarang, seseorang 
akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, 
apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan 
pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang 
dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung 
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jawab maka  hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab 
yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. 
Berdasarkan hal tersebut maka pertanggung jawaban pidana 
atau kesalahan menurut Moeljatno (1983:6) hukum pidana, terdiri 
dari 3 (tiga) syarat yaitu : 
1. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat 
dipertanggung jawabkan dari si pembuat; 
2. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu sikap psikis si 
pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yaitu : 
a. Disengaja; 
b. Sikap kurang hati-hati 
3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang 
menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi si 
pembuat 
Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan 
yang baik dan yang buruk, adalah merupakan fakti akal yaitu dapat 
membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Dan 
kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan 
tentang baik buruknya perbuatan tersebut adalah merupakan faktor 
perasaan yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan 
keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. 
Sebagai konsekuensi dari dua hal tadi maka tentunya orang 
yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan 
tentang baik buruknya perbuatan, dia tidak mempunyai kesalahan 




Dalam KUHP masalah kemampuan bertanggung jawab ini 
terdapat pada Pasal 44 ayat 1 KUHP yang berbunyi : “Barang siapa 
melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan 
kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau 
terganggu karena cacat, tidak dipidana”. 
Untuk menentukan adanya pertanggung jawaban, seseorang 
pembuat dalam melakukan suatu tindakan pidana harus ada unsur 
perbuatan melawan hukum. 
Tentang sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan 
keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindakan pidana yang 
dilakukannya dapat berupa kesengajaan (opzet) atau karena 
kelalaian (culpa). 
Dalam teori hukum pidana Indonesia menurut Pipin Syarifin 
(2000:93) kesengajaan itu ada 3 (tiga) macam, yaitu : 
1. Kesengajaan yang bersifat tujuan. 
Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si 
pelaku dapat dipertanggung jawabkan dan mudah dapat 
dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan 
seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas 
dikenakan hukum pidana. Karena dengan adanya 
kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku 
benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang 
menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman 
ini. 
2. Kesengajaan secara keinsyafannya kepastian. 
Kesengajaan  ini ada apabila si pelaku, dengan 
perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat 
yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa 
akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan 
58 
 
3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan. 
Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai 
bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang 
bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu 
kemungkinan belaka akan akibat itu. 
Selanjutnya mengenai kealpaan, karena merupakan bentuk 
dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggung 
jawaban atas perbuatan seorang yang dilakukannya, seperti yang 
tercantum dalam Pasal 359 KUHP yang menyatakan sebagai 
berikut : “Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya 
orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun 
atau kurungan paling lama satu tahun.” 
Berikutnya untuk menentukan dapat tidaknya seseorang 
dijatuhi pidana adalah apakah terdapat alasan pembenar atau 
alasan pemaaf. Dengan adanya salah satu dasar penghapusan 
pidana berupa dasar pembenar maka suatu perbuatan kehilangan 
sifat melawan hukumnya, sehingga menjadi lagi/boleh, 
pembuatannya tidak dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana. 
Namun jika yang ada adalah dasar penghapus berupa dasar 
pemaaf maka suatu tindakan tetap melawan hukum, namun si 
pembuat dimaafkan, jadi tidak dijatuhi pidana. 
Setelah memperhatikan amar putusan. Terlihat bahwa hakim 
dalam menjatuhkan putusan pada terdakwa terhadap perkara 
Nomor 73/Pid.B/2015/PN/Mrs sudah tepat. Dasar pertimbangan 
Hakim dalam menjatuhkan putusan yang didasarkan fakta-fakta 
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yuridis yang terungkap didepan persidangan dan oleh undang-
undang yang telah ditetapkan sebagai hal yang dimaksudkan 
tersebut diantaranya adalah dakwaan Jaksa Penuntut Umum, 
keterangan terdakwa, keterangan saksi, surat, barang bukti dan 
unsur-unsur delik yang didakwakan ditambah dengan hakim 
haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana 
atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak 
pidana yang didakwakan kepadanya. 
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu 
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros Bapak Baryanto S.H., LLM 
(tanggal 9 Mei 2016) yang menerangkan bahwa putusan tersebut 
dijatuhkan berdasarkan atas tuntutan penuntut umum dan fakta-
fakta yang terungkap dipersidangan, hal tersebut yang menjadi 
bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan 
putusan pada perkara tersebut terdakwa dijerat dengan tindak 
pidana kelalaian lalu lintas pada Pasal 310 ayat (4) Undang 
Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan. 
Majelis Hakim juga menimbang apakah ada alasan yang 
dapat menjadi alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Namun, 
pada perkara ini tidak ditemukan dasar untuk mengahapuskan 
pidana atas diri terdakwa. 
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Oleh karena itu terdakwa dinyatakan harus dapat 
mempertanggung jawabkan perbuatannya. Pada perkara ini 
putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim lebih rendah dari tuntutan 
Jaksa Penuntut Umum, hal ini disebabkan karena adanya hal-hal 
yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa yang menjadi 
pertimbangan Majelis Hakim dalm menjatuhkan putusan. Adapun 
hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa dalam 
perkara ini yaitu : 
a) Hal yang memberatkan : 
- Perbuatan terdawa telah meresahkan sesama pengguna 
jalan ; 
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program tertib lalu 
lintas ; 
b) Hal yang meringankan : 
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ; 
- Terdakwa sopan di persidangan ; 
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan disertai fakta-fakta 
yang terungkap dipersidangan, serta tuntutan pidana penuntut 
umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan, maka 
Majelis Hakim melakukan musyawarah dan berpendapat bahwa 








Dari uraian di atas maka penulis dapat menyimpulkan 
sebagai berikut : 
1. Dalam Putusan No. 73/Pid.B/2015/PN.Mrs, Jaksa Penuntut Umum 
menggunakan dakwaan tunggal Pasal 310 ayat (4) Undang 
Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan, surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum telah 
memenuhi syarat formil dan materil. Dalam tuntutannya, Penuntut 
Umum menuntut terdakwa bersalah melakukan tindak pidana 
kelalaian lalu lintas Pasal 310 ayat (4) Undang Undang RI No. 22 
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan 
dakwaan, berdasarkan fakta-fakta hukum baik keterangan saksi 
maupun keterangan terdakwa serta unsur-unsur yang terdapat 
dalam dakwaaan tersebut dianggap telah terbukti oleh Jaksa 
Penutut Umum sehingga antara perbuatan dan unsur-unsur pasal 
mencocoki rumusan delik. 
2. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi 
pidana terhadap terdakwa dalam putusan Nomor : 
73/Pid.B/2015/PN.Mrs terdakwa dipidana dengan pidana penjara 3 
(tiga) bulan karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana 
karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang. Pertimbangan 
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Hakim dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap pelaku dalam 
perkara ini telah sesuai dimana hakim telah mempertimbangkan 
baik dari pertimbangan yuridis, fakta-fakta persidangan, keterangan 
para saksi, alat bukti yang ada, keyakinan hakim serta hal-hal yang 
memberatkan dan meringankan terdakwa. Dalam hal ini Majelis 
Hakim berdasarkan fakta-fakta yang timbul di persidangan menilai 
bahwa terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan 
yang dilakukan dengan pertimbangan terdakwa telah terbukti 
secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang, oleh karena 
terbukti bersalah maka terdakwa dijatuhi pidana yang dipandang 
setimpal dengan perbuatannya. 
B. Saran 
Melalui skripsi ini penulis menyampaikan beberapa saran 
yang terkait dengan penelitian penulis antara lain : 
1. Selain pemberian sanksi yang tegas terhadap pelaku tindak pidana 
kelalain lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang lain, 
diharapkan pula Majelis Hakim dalam memutus perkara 
memperhatikan pula segi non yuridis dari perbuatan pelaku. 
2. Hakim tidak serta merta berdasar pada surat tuntutan Jaksa 
Penuntut Umum dalam mejatuhkan Pidana, melainkan pada dua 
alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim. Hakim 
harus lebih peka untuk melihat fakta-fakta apa yang timbul pada 
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persidangan, sehingga dari fakta yang timbul tersebut, 
menimbulkan keyakinan hakim bahwa terdakwa dapat atau tidak 
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